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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada 

Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Prosedur Penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Perikanan 

Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan. Prosedur dokumen yang 

digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan SP2D. Prosedur Penggajian 

Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara pengeluaran menyiapkan 

SPP, Lembaran SPM, Lampiran SPM. Setelah itu mengajukan ke 

DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa kelengkapannya dan 

disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang digunakan sebagai bukti untuk 

pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.  

2. Pada Fungsi bendahara gaji terjadi perlengkapan tugas pembuat daftar gaji, 

pebuat daftar rekap gaji, pembuat daftar gaji induk pegawai, pembuat SPP, 

pembuat SPM. 

3. Prosedur yang digunakan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah 

sesuai dengan Perwal Semarang. 

4. Pada Dinas Perikanan Kota Semarang telah diatur untuk pegawai negeri 

sipil mendapatkan Penghargaan / insentif berupa uang yang diberikan 

kepada pns di lingkungan pemerintah kota semarang berdasarkan pada 

ketentuan dan kriteria yang berlaku.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

didasarkan pada penilaian prestasi kerja PNS yang dilihat dari SKP dan 

perilaku kerja. Selain itu ada juga pertimbangan objektif seperti kehadiran 

dan cuti. TPP diberikan kepada seluruh CPNS/PNS di lingkungan kota 

Semarang (kecuali guru yang sudah bersertifikasi).. 

5. Dalam Prosedur Penggajian TPP pegawai negeri sipil pada Dinas 

Perikanan Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan sama dengan gaji 

pokok. Prosedur dokumen yang digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan 

SP2D. Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara 
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gaji menyiapkan SPP, Lembaran SPM, Lampiran SPM. Setelah itu 

mengajukan ke DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa 

kelengkapannya dan disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang 

digunakan sebagai bukti untuk pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.  

6. Pada Fungsi bendahara gaji terjadi perlengkapan tugas pembuat daftar gaji, 

pebuat daftar rekap gaji, pembuat daftar gaji induk pegawai, pembuat SPP, 

pembuat SPM.  

 

4.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dengan 

maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran 

yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Tetap mempertahankan prosedur yang sudah terbentuk dengan baik, bila 

perlu dilakukan peningkatan atau evaluasi secara rutin agar lebih efisien 

dalam pelaksanaannya 

2. Dinas Perikanan Kota Semarang diharapkan dalam mengumpulkan data 

pegawai harus terorganisir secara baik mengingat hal tersebut sangat 

penting dalam prosedur penggajian. 

3. Dinas Perikanan Kota Semarang diperlukan adanya penguasaan aplikasi 

komputer, karena sangat diperlukan dalam pengelolaan data khususnya 

pada penggajian. 
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